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Tesisini membahas tentang upaya hukum peninjauan kembali oleh korban dan penuntut umum. Praktik
peradilan terkait upaya hukum peninjauan kembali telah dilakukan oleh korban baik dalam kualitasnya
sebagai saksi korban, pihak ketiga yang berkepentingan maupun Penuntut Umum yang mewakili korban dan
negara. Perbedaan dalam penafsiran ekstensif dari pemberian hak peninjauan kembali oleh MA khususnya
terhadap upaya hukum peninjauan kembali oleh korban dalam kualitasnya sebagai saksi korban yang
dinyatakan tidak dapat diterima mendorong penulis untuk melakukan penelitian terkait permasalahan
kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, alasan apa yang mendasari Mahkamah
Agung menyatakan permohonan upaya hukum peninjauan kembali oleh saksi korban tidak dapat diterima
serta bagaimana peluangnya di masa mendatang.

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa secara teoritis dan praktik kedudukan korban masih sangat
terasing dan diasingkan dalam sistem peradilan yang kita anut sekarang. Terhadap upaya hukum oleh korban
dalam kualitasnya sebagal saksi korban Mahkamah Agung belum menerima secaraformal atas dasar korban
tidak mempunyal legal standing dalam perkara pidana. Berdasarkan atas pertimbangan rasa keadilan dan
asas keseimbangan dengan menggunakan landasan perspektif posisi sentral korban dan pergeseran sistem
peradilan pidana seharusnya selain Penuntut Umum dalam kapasitasnya mewakili korban, masyarakat
umum, bangsa dan negara, serta korban dalam kualitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, maka
korban dalam kualitasnya sebagai saksi korban juga beralasan untuk diberikan hak mengajukan peninjauan
kembali. Guna memberi landasan yang kuat bagi korban agar dapat mengajukan permintaan peninjauan
kembali dikemudian hari, ketentuan Pasal 263 KUHAP sebagai dasar pengajuan permintaan peninjauan
kembali perkara pidana perlu direvisi dan dilenturkan sedemikian rupa sehingga juga bisa memberikan hak
kepada korban kejahatan maupun keluarganya untuk mengaj ukan upaya hukum peninjauan kembali.
<hr><i>Thisthesis discusses review appeals by victims and prosecutors. The practice of judicial review
appeal s have been made by the victim both in quality as witnesses, interested third parties and the public
prosecutor representing the victims and the state. Differences in interpretation of the extensive granting
review appeals by the Supreme Court in particular to effective judicial review appeals of the victim in the
victim's quality as awitness cannot be accepted encourage writers to do some research problems related to
the position of the victim in the criminal justice system in Indonesia, what is the underlying reason for the
Supreme Court request review appeals of legal action by the victims cannot be accepted and how the
chances in the future.

The results concluded that the theoretical and practical position of the victim is very isolated and ostracized
in the justice system that we embrace today. Against legal action by the victim in the victim's quality asa
witness Supreme Court has not received aformal on the basis of the victim haven't alegal standing.
According to the sense of justice and the principle of balance by using runway perspective of the central
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position of victims and the criminal justice system should shift other than prosecution Genera in his
capacity representing the victims, the genera public, state and nation, aswell asvictimsin quality asan
interested third parties, the victim in the victim's quality as a witness was also given the right reasons to
submit areview. In order to provide a strong foundation for victimsto apply for review appeals in the future,
the provision of Article 263 of the Criminal Procedure Code as the basis for reconsideration filing criminal
cases need to be revised and bent in such away that it can also give rights to victims of crime or their
families to apply for review appeals.</i>



